
. 1 Unoang·Undang Nomor 14 Tai.;r, ·950 tentang Pen'be<r.,.ikan 

!)aesa.'Hlaeran Kabupaten aa.a:n Lingl ungan Prop,ns; Jawa Baral 
{Benta Nega,a Tahun 1950); 

2. Undang-undacg Nomor 8 Tat,un 1974 tentang Po«oll-pol<OI, 

I(( ,ega.. ian setagar.,ar.a te·an d ctiah aengan Undang-Uncar,g 

Nemer 43 Tanun 1999 temang Perubahan Atas Undang·U'ldang 

Nomor 8 Ta. .. - 1974 te1rang Pol<ok.P<. O' ,<epegawaian 
ll.er"baran llt~ra Repuo , tndooeSla Tahun 1999 Nomor 169 
-ambanan i..embaran Negara Norror 3890)· 

b bahwa etas casar perumoanga~ set>agaima:1a d makSUd paoa 
nurut a o atas ma a s,.s..-ar Organ saSi dan iata Kel)a Kantor 

Kesatuan Ba.'>gsa can Po , , tersebut perlu d~etapkan dengan 
Perataran Buoat, 

a banwa dengan lelah diundangl<annya Peraturan Daerah 

Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 t81'11ang Perubanan Alas 
Pe•aturan Oaerah Kabupaten Bel<aSJ lllornor 7 Tahun 2009 

tentang Organ,sas• Perangka: Daerah Kat>upaten Bekasi.yang 
d• data1nn,,a terdapal pen,Oallan etembagaan paoa Kantor 
KesaLa~ sancsa dan POO!Jk, maka guna melaksanakan ketentuan 
Pasa 48 perh, d,sus..m kembah atuian pe!allsanaannya kedalam 

organsa ga- 'ata ~ a yang rr"',pu ~ IUgaS poj,;Ok 

a~~ '\.. :is serta uraian t~s 

BUPATI BEKASJ 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KANTOR KESAT\JAN BANGSA DAN POUTIK 

TENT ANG 

NOMOA 2 -AHUN 2011 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

Meng,ngai 

Menlmbang 

SERI: 

SERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 
------ 

NOMOR: 



• 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekas1 Nomor 4 Tamm 2011 

tentang Peru!>ahan Atas Peraturan oaerah Kat>uparen BekaS 
Nomor 7 Tahun 2009 tentarg Pembentul<an Orqanrsasi Perangkat 

Dae rah Kabup&ten Bekasi (L smbaran Daer ah Kabupaten BekaSi 

Tahun 2011 Nomor 4} . 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun zoos tentang 

Urusan Pemerlnlahan KaDupaten Bekasi (Lemba,..an Daetah 

Kabupaten Bel.asi T~hun 2008 Nomor 6), 

7 Peraturan ?emonntah Nomor 41 T ahuo 2007 ternang Organisasi 

Perangka1 Oaerah (L~moaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89. Tamtiahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia 

Nomor 4741); 

3 Una.ang~UOOo ;-g I',::.~ Hi ... .lhun 2QO.! 'antar,g Per'llt)er.tu...-a.'l 

Peraruran Perun<1ang-um:1angan 1L.omt>aran Nega,a Reput>u, 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53: Tamllahan Lembard' Nega,a 

Nomor 4389); 

4. Undang-UndarQ Nomor 32 Tahun 2004 tentang P<>me<intanan 
Dasran (Lemooran Negara Republik Indonesia T anuo 2004 Nomor 

125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437): sebagaimana 

tetah diubah beberapa ka'i terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tah11n 2008 tentan~ Perubahan Kedua AlaS Undang· 

Undang Nomor 32 Tahun 2-l04 tentang Pemerintahan Oaerah 

(l.embaran Negara RepubliK Indonesia Tanun 2000 Nomor 59, 

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo, 4844): 

s. Undang·Undaag Nomor 33 ranun 2004 tentang Perimoongan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran 

Negara Ta,>,un 2004 Nomor 126. Tambahan Lembuall Negara 

Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara P~menntah. Pemerin:ahan naeran 

Provins,, can Pemori~tahan Daerah Kabupateo/Kota 1Lembaran 

Negara Repuulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 

Lembaran Negara Norr>or 4737): 
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kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skata kabupaten 

wawasan kebangsaan. bela negara. rulal-nila> sejarah negara. 

(1) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas. :<antor mempunyat kewenangan : 

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 
(2) Kewenangan sebagaimana dilr.aksud pada ayat (1) terdiri dan: 

a. Bina ldeotogi dan Wawasan Kebangsaan 

1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Penetapan kebijakan operasional (marujuk kepada kebijakan umum 

nasional dan kebijakan teknis prcvinsi) di bidang ketananan icleolOgi 

BAB II 

KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Bagiar. Kesatu 

Kewenangan 
Pasal 2 

Oalam Peraturan ini yang dimaksud clengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bel<aSi; . 
2. Pemerintah Daerah ada!ah Per.nrintah Kabupaten Bekasi: 

3. Bupati acatan Bui:,atl Bekasi; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Da,rah l<dt>upaten Bekas,; 
5. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bannsa dan Poli!ll< Kabupaten Bel<as;- 
6. Kepala Kantor adalah Kepata ,<antor Kesatuan Bangsa dan Polaik Kabupaten 

Bekasi: 
7 Ke!ornpok Jabatan Fungsional ;1<dala!'l kelom?<M Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tuqas. wewenang da~ hak secara penuh oleh Pejabai yang berwenang unrul< 

melaksanakan kegiatan sesuai protss'nya dahm upaya m;;ndukung ketaocaran 

tugas pokos Kantor. 

BABI 

KETENfUAN UMUM 

Pasal 1 

PERA-URAN BUPA'1 BEKASI TENTANG ORGANISAS! ".>AN TATA 

KERJA KANTOR KESATL'AN BJ\NGSA DAN POUTIK 

MEMUTUSKAN 



1. Pene1apan Kebijakan Penye,enggaraan Pemerirta'1an 
Koordinasi penetapan kebijaka., operassonat (meruj~k kepada kebijakan 
umum nasional dan kebijakar teknis provinS1) di bidang kewaspadaan dini. 

kerjasama intelkam. bina masyarakat. perbatasan <Ian tenaga kerja. 
penanganan konfiik pemeriniana,, penanganan konfuk sosial. 

pengawasa.., orang asing dar. lembaga as,ng skala kabupaten. 

2. Pelaksanaan Kegiatar. 
Pelaksanaan kegiatan di bidang kstahanan ideologi negara. wawasan 

kebangsaan, bola nesara. niiai-mlal sejaran kebangsaan dan pengt,ergaan 

kebangsaan skala kabupaten. 

3 Pembinaan Penyelenygaraan Pemenntahan 
Pembinaan clan penyelenggaraan pemenmahan di kacamatan. kelurahan. 
oesa dan masyarakat (koordinasi, bifflbingan. supervisi dan xonsunasi, 

perencanaan, penelitian. pemantauan pengembangan dar. evaluasi) 

b. Kewaspadaan Nasional 

5. Peningkatan Kapasi12.s Aparatur 
Peningkatan kapasitas aparatur k"sbangpol d1 b!Clang ketahanan ideolog 

negara, wawasan keb,nosa,in, bela n,gara. m!ai·ntlal sejarah kel)angsaa~ 
• 

dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten. 

2. Pel.!><SanaaJl Kegtatan 
Pelal<Sal\aan ,egiatar il• biC'ang ketananan ideolog, negara. ,,awasan 

kebangsaan beta negara. rn1a,-.1fta1 sejaran keban9saan dan penghargaa" 

kebangsaan skala kabupaten. 

3. Pembinaan Penye!enggaraat1 Pemerintahan 
Pembinaan dan penye1enggaraan pemerintahan dt kecamatan. ke!Urahan. 

desa dan masya1aka' (bimbingan. supervisi ean koosunasi, pe•encanaan. 

penetitian. pemantauan, pengembangan dan evaluas,) di bidang 

ketananan ideolog, negara, wawasan kebangsaan. bele n9Qllra, nilru-nilai 

sejarah kebangsaan dan pengh.1.rgaan kebangsaan skata kabup:,ten. 

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan 
Pengawasan penyelenggaraan pem&rintahan di kecamatan. kelurahan. 

desa dan masyarakat d! b1d.ing kstananan ldeologl negara. wawasan 
kebangsaan. bela negara. nilai-nilai sejarah kebangsaan oan pengnaigaan 

kebangsaan skata kabupaten. 



3. Pembinaan Penyeleng3araan Pemerintahan 
Pernblnaan dan penyelenggarz.an pemerintatian d1 kecamatan. kelurahan. 

ossa dan masyarakat (koordinasi. bimbingan. supervisi dan konsuttasi. 

perencanaan, penelrtian, pemantauan. pengernbangan dan evaluasij d• 

bldang ketahanan seni can b..sdaya. agama oan Keoercayaan. pembauran 

dar aku•turasi budaya, o:ganisasi kemasy&rakalan dan penanganan 

masalah sosial kemasyarakalaJ1 skala kabupaten. 

2. Pelaksanaan Keg10tan 
Pelaksanaan kegi3tan di bid311Q ketahans , seni dan budaya, agama dan 

kepercayaan, pembauran dan akulturaSi budaya organises, 

kemasyarakatan. per.anqar'an masa . .lh sostat kemasyarakatan Skala 

kaoupaten 

- 

c. Ketahanan Seni, Budaya, Agarna dan Kemaayarakatan 

1. Peoetapan Kebijakan Penyelenggaraar. Pemerintahan 
Koordinasi penetapan kebljakan opsrasional (merujuk kepada kebijakan 
umum nastonai dan 1,ebijakan tekrns provmsi) di bidang ketar.anan sem 

da.n budaya. agama can kepercaya.n. psrnbauran dan akutturas, budaya. 

orgamsasi kemasyaraK.'ltan. IMnanganan masalah sossat kemasyara.atan 

ska!a kabupaten. 

o, bioang kewaspM'aan 'ill1f. keqasama mteikarn. bona masyarakat, 

peroalasan dan 1enaga keqa, penangaaan konflii< pemerintahan. 

penanganan ~onfl1k sosial. pengawatan orang asing dan lembaga asing 

skata kabupaten. 

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Pengawasan r:-enyetenggaraan pemerintahan di kecama!an. kelurahan. 

desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dim. ke,jasama ,ntelkam. 

bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja. penang~nan konffik 

pemerintahan. psnanqanan konflik soaat pengawasan orang asir.9 can 

lernbaga asing skata ka~upaten. 

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Penlngkatan kapasaas aparatur kesbangpc,1 di bld.ang kawaspadaan dim. 

kerjasama intelkam. bina rnasyaral<at. perbatasan dan ter.aga kerja. 
penanganan konlhk pernerlntahan. penanganan konffil< sosial. 

pengawasan orang asioq dan lembnga asing skala kabupaten. 



siste. n dan implementas' potiti\. desa dan masyara~t bldang 

4. Pengawasan penyelenggar&an pemeri'ltahan 
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan kelurahan. 

3. Pemblnaan Penyelenggaraa~ Pemenntahan 
Pembinaan dan penyeter.ggaraan pemenntahan di kocamatan. 

kelurahan,desa dan masyaral<at (koordinasi. bimbingan, supeNisl dan 

konsunasi, perencanaan. penetitian. pemantauan. pengembcogan dan 
evaluasi) di bidang s.stem dan imple'Tlentasi pol~ik. kelembagaan oo!itik 
pemermtahan. kelemoogaan partai polltik. oodaya dan pendidi.an politik. 

fasilitasi pemilu, pi!pres can ~i'Kada skala kabupaten. 

- 

2. Pelaksanaan Keg,atan 
Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementas, politik, 

kelembagaan poflt· pemsrlntenen, kelembagaan partai pohlrk. budaya 

dan pendidikan polit,k. fa~P'tasi PAffiil\l. pilpres dan pilk.3da skala 

kabupaten. 

1 . Penetapan Kebijakan Penyelengg2raan Pemerintahan 
Koordinasi per,etapan kebijakan operasional (meru1uk kepada kebijal<an 
umum nasional dan kebija:<an teknis provinsi) sistern dan implementasl 

politlk. kelembagaan politik pemerintahan. kelembagaan ,artai politik. 
budaya dan pand'dik.lll polilik. tasllitasi pem1lu pilpres dan p,.kada skala 

kaoupaten. 

d. Polnik Dalam Negeri 

4 ;>engawasan Peryeoe<qgaraan Peme,,n1a .an 
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. kell.frahan. 

cesa can masyarakat b:dorig keta.'li tan sen. can budaya. agama dan 
kepercayaan. pembauran dan akulturasi budaya. organisasi 
kemasyarakatan, penanganan masalah sostai kemasyarakatan sxesa 

kaoupaten. 

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Pen;ng~.atan kapasrtas aparatur kesbar.gpol di bidang ketahanan seni dan 
buoaya, agama dan ~eper~ayaan. pembauran dan akutturasi budaya. 

organisas, kemasyaraka•an dao penanganan masalah sos,al 

kemasyarakatan skala kabupaten. 



4. Pengawasan Penyelenggaraan .=>emerintahan 
Pengawasan penyelenggaraan pemenntahan di kecamatan. kelurahan. 
desa dan masyarakat bidan~ Kebijakan ketallanan sumber oaya alaln. 

ketahanan perdaganJan, mvestasi, fiska• dan moneter. perilaku 

rnasyaraxat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi keb•akan 

dan ketananan ormas oe,ekonom,an s1<;>1a kabupaten. 

3. Pemblnaan Penyelen9garaar. Pemerintanan 
Pembinaan dan peoyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. kelurahan. 

oesa dan rnasyarakat (koord1nasi. b,mbingan. superv,S• dan konsultas1. 
perencanaan penelitian. pemantauan. pengemballgan dan evaluasi) di 
bidang keb1Jakan dan ke:.ahanan somber daya atam. ketalianan 
perdagangan, investasi, fiskal dan rnonetar. pe:ilaku masyarakat. 

kebijakan dan ketanaoan lembaga csana ekonomi. kebljakan dan 

ketahanan ormas pere'<onom:ar, skala kabupaten. 

- 

1. Penetapan Kebijakan Penyelenggara' n Pemerintahan 
Koordinasi penetapan ~ebijakan ope•asional (meru1uk kepada kebijakan 

umum nasional can keh11akao teknis provinsi) di b>dang ~etahanan sumoer 
daya alam, ketahanan perdagangan. investasi, fiskal dan moneter. perilaku 

masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usana ekonomi. kebijakan 

dan ketahanan ormas pereko;umian Skala kabupaten_ 

2. Pelaksanaan Keglatan 
Pelaksanaan kegiatan di biaar.g kebijakan dan ketananan sumber daya 
alam. ketahanan iJ<!rdngangan. invostast. fiskal dan moneter penlaku 

masyarakat, kebijakan dan ketananan lembaga usana ekonomi. kebtJakan 

dan ketananan ormas p)rekonomian sxata kabepaten. 

e. Ketahanan E.konor11 

5. Pen ngkatan Kapasitas Apa,atur 
Pernngkatan xaoasnas aparatur kesbangpol d• b!dang s,stem dsn 

implementasi politik. kelemoogaan politik pemerinlahan. kelembagaan 
partai politik. budaya jan pendidikan politik. fasilijasi pemilu. p1ipres dan 

pilkada skata kabupaten. 

keiemoagaan por" k pemef\T'.iahM. ke•er.ibagaan panat pofruk. t>u<laya can 
pendidikan poh:ik. fas1utasi ps.mlu pnpres can p~kada skata l<abupaten. 
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Dalam menyelenggarakan tugas po~ok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peratt,ran mi. 

Kantor mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknls Kesatuan Bangsa oan Polit•kj. meliputi hubungan 
antarlembaga. kesatuan bangsa dan c:emokras-i. sena ketahanan masyarakat dan 

penanganan konflik : 
b. pemberian dukungan atas penyelt>ngga·aan urusan kesatuan bangsa dan po'Jtik: 

c. pembinaan, peiaxsanaan dan evaluasi urusan kesatuan bangsa dan politik: 

l:lagian Keempat 

F';ngsl 

Pasal 5 

Kantor mempunyai tugas pokok me;oimpin, merumuskan, menyelenggarakan. 
memblna. dan mengevaluasi penyusunan dan petaxsanaan kebijakan daerah dalam 

bldang Kesatuan Bangsa dan Politi~ . 

Bag,an Ketiga 

Tugas Pokok 

Pasaf 4 

(1) Kantor merupakan unsur penunja,g Pemerintah Oaerah di bidang Kesatuan 

Bangsa dan Pohtik . 

(2) Kantor dipimpin oleh seoranc Kepala xa-ncr yang berada di bawah oan 
benanggungjawab kepaca Bupatl m~lalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 
Fasal 3 

5 Pen ngkalan ><apa..silaS Apar21.ur 
Peningkatan kapas,tas aoaratur kesbangpol d1 bidang kebijal<an dan 

ketananan sumber daya alam. ketahanan perdagangan, investasi. fisl<al 
Clan rnoneter. penlak>, masyarakat, kebqakan dan ketanaoan lembaga 
usana ekonomi, ~ebijakan oa, ketatianan ormas perekonom.an skala 

kabupaten. 



. 
(2) Bagan Struktur Organisasi Ki:.ntor ~bagaimana diatur dalam r'eraturan Daerah 

Kabupaten Bekati Nomor 4 Tahun 2011 1entang Perubahan Alas Peraturan 

oaeren Kabupaten Bekasl Nomor 7 T'.i.~un 2009 tentang Organisasi Perangkat 

Daer ah. 

(1) Organisasi Kantor terdiri clari : 

a. Kepala Kantor: 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Hubungan Ancar Lemliaga: 

d. Seksi Kesatuan Bangsa dar, DeMokratisasi; 

e. Seksi Ke\ahanan Masyarakat can Penanganan Konflik: 

f. I<elompok Jabatan Fungsioral. 

Bagian Kedua 

Su.,unan Organi=I 

Pasal 7 

Kantor terdiri dari unsur-unsur : 

a. P1mpinan adalah Kepala Kantor: 

b. Pemtantu Pimpinan adatan Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Pela~sana adatah Seks• oan Kelc,mpok Jabatan Fungsional 

Bag,an Kesatu 

Unsur·unsur Organisasi 

Pasal6 

BAB Ill 

ORGO.NISASI 

d. penyeie,,ggaraan adm,n stras: ~Psel<retanatan. can 

e. peiaksanaan tugas ian yang :!iberikan oten Bupati sesua, dengan tugas clan 

tungsinya. 
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(1) Kepala Kantor mempunyai tugas mem,.,,pin penyetenggaraan pefaksanaan tugas 
pokok clan lungs, Kantor set>aga>rWJna clmaksud pada Pasal • :ian Pa$al s 
Peraturan ini. sesuai peral\Jrar ~ndangan yang berlalw 

(2) ura,an Tugas Kepala Kanto, mPlipub 

a. merumuskar.. menetaptan se.ta metaksaoaka« Aencana Strategis can 
Aencana Keria Kantor Kesatuan Ban'JS8 clan PoktJi< cfalam rangka 
ketancaran tugas; 

b. mempersiapkan banan-oahan F:PJPD APJMD dan RKPD dalam bidang 
Kesatuan Bangsa can Pobl1k sebaga, bal'lao penyusunan APJPO R?~MD 
dan AKPD Kabupaten. 

c. mempersiapkae oahan-bahan Lf>PD can LPPD akhlr masa 1abauin bklang 
Kesatuan Bangsa dan P~l,uk ,eoaga eanan menyusun LPPD clan LPPD 
akhor masa iaba:an ,<at>L:ia:en 

d. memperslapkan bahan-banan LKPJ aknir tahun dan akh,r masa 1abatan 
Bupan pada bidang Kesa:van Ban~sa dan Pot,111< 

e. menyampaikan lapor.in alruntab• tas l<lnetJa Kesatuan Bangsa dan POlitlk 
sebagai pertanggungjawaban kepada Bupab 

r. membona dan mengeva1uas1 program can kegiatan Kesa:uan B1ngsa Clar. 

Polr!JK 
g. merumQskan kebijakan dalam b;dang Kesatuan Bangsa dan Polrllk 
h. menyelenggarakan pelayanan 1Pfomas. bldang Kesatuan Bangsa can POl,,L<e 

i. meny,.,sun program da., pe!U'lJJI< teknis penyetenggaraan O?erasiof'lal 
Kesatuan Bangsa dan Potibk • 

). mengawasl clan menge.-.dahkan program ,egiatan d:11'1 anggaran b,aang 
Kesatuan Bangsa dan P: IJI"' • 

k. melak.sanakan koordinasi Clan xonsultasi dalam kegiatan bodan!; Kesatuan 
Bangsa dan Politik ; 

I. merumuskan keb•Ja~an teknis pengav,a.;an ~ pemenntahan 
c,; ~ecamatar kelurahan oesa clan masyara'<al a. bldan~ ke!8,.,anan ideol;,g, 
negara. wawasan kebaogsaan, bela .1egara mlal·nda, sejarah kebangsaan 

- 

lla!;.ar Ketiga 

Sldang Tugas Unsur Organl$3$1 

Parag:af Pertama 
Kepala Kantor 

Pasa,8 
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can pengnargaan kebangsaan , ewaspt.daan o,r, ,erjasama ontell<am t, na 
masyarakat psrbatasan dan tenaga kerja. penanganan konflik pememtahan. 

penanganan konfiik sosial, pengawasan 3ran9 asing dan lembaga asing. 

ketananan sent dan bLdaya. 3gama dan kepercayaan. psmbauran dan 
akulturasi budaya. orqamsasi kemasyarakatan. per.anganan masatan sos;a1 

kernasyarakatan sistem dan impl&mentaSl politik. kelembag:>.an poflllk 
pemerintahan. ke:emba;;aan partai polnik. budaya dan pendidfi<an pohtfK. 

tasllttasi pemilu. pOpres dan pilkada. k~b1Jakan ~.etatianan SJmber jaya alam 

ketahanan perdagangan. irwestasl. fiskal dan rnooeter. perilaku masyarakat. 
kebijakan dan ketahanan lembaga usana ekonomi kebijakan ketahanan 

ormas. 
m. menyelenggarakan peninqkatan kapasitas ~,:,aratur Kesatuan Sangsa dan 

Polltik di bidang ketaha'lan ideolo;ii 11egara, wawasan kebangsaan. bela 

negara. nila:-nilai seiarah ke~angsaar- clan penghargaan kebangsaan. 
kewaspadaan dini. kerjaS(Jma intelkam. b1na masyarakat perbalasan can 

tenaga kerja, penanganan konHik pemerintahan. penanganan konflik sosial. 
pengawasan orarig asing can tembaqa <1Sing. ketahanan seni dan budaya. 
agama dan kepercaya;:on. pe-nbauran dan akulturasi budaya. organisasi 

kemasyarakatan. penanfanan masa!ah sosial kemasyarakatan. sistem dan 

implementas, polltik. ke•embaga3,, po!itik pemerinrahan. keJembagaan paw 
politik. ouoaya dan pend1dikan politik. '.asilrtasi pem,:u. pilpres dan pilkada. 

Kebiiakan ketahanan somber daya atam, ketahanan perdagangan. ,nvestasi. 
fiskal can moneter, perilaku masyarakat kebi;akan clan ketahanan lembaga 

usaha skonomi. kebijakan ketahanan om,as 
n. menyelenggarakan koordinast penetapan ~ebijaKan ope,asional (meruJUk 

kepada kebijakan umum nasionat can kl!bijakan teknis provinsij di bidang 
ketahan~n ideologi negara. wawasan kebangsaan. beta negara. nilal·nuai 
sejarah kebanqsaan da,, penghargsian !<ebangsaan. kewa5Pada2t1 :llni, 

keqasarna intelkam, br.a masyarakat perbatasan dan re,,aga kerja. 

penanganan konflik peme11mahan, penanganan konfllk sosiat, peogawasan 

orang asing dan tsrnbaqa asmq. ketahanan seni dan budaya. agama dan 
kepercayaan, pembauran dan akutturasi budaya, orqarusasi l<ema,;yarakatan. 
penanganan masalah sosial kemasyarakatln. sistem can im;i&ementasi 

politil<, kelembagaan pol~ik pem&tinlahan. ~elembagaan partai pol'.tik. budaya 

dan pendidikan polnik, fasilitasi pem1lu, pilpres dan pilkada. kebqakan 
ketahanan sumber daya ala.,i. ketahanan perdagangan. investasi, tis!<al dan 

- 



I~ 

r,,onete• penla•u masyarals.>t ·~a·an oan •etahanan 1emoaga l>salla 

skononu, keo11is,an i<eta'>anan oenes. 
o men~e.enggarakan datl membi!"a hut:,ungan aruar tembaga dan menangan. 

serta menyetesaikan ma~&lah aktual yang mun<:ul di masyaf3kar. 
p. mengenda:,kan dan mengawasi ga,,gguar. """ pemahaman y.,og ng,n 

memecah be!ah oe.saiuan dan kesatuan bangsa serta tegaknya ,deolog 

Pancasita, 
q. memtasilitas, kegiatan oanai l)Ohill< dan memb<na organ,sasi sosia: 

kernasyarakatan sena mem1:>an1u d1n mendokumentasikan keg,atan 
pemlhhan umum; 

r. meoyelenggarakan Ke:ahanan Masya·akat can Per,anganan Konthk dan hak 
azasi manusta: 

s. memb,na dan memantau pelal<sanaan .ceg,a:an Kesatuan Bangsa dan Pof'1il<: 
L rnelaksanakan tugaS pembanil'an can ~,;rnetin:.ah Clan pemerintah propins1 

bidang Kesatuan Bangsa dan Po,,t,K ;; 
u. meny,apkan bahan persetuiua" dan :>erletapan urusan perl'leftnlar an daerah 

kabupaten yang dJtugaspembamuankar kepada pemerinlah desa sesua, 
dengan ltngkup tugasnya: 

v. mengevatuas, 1ugas dan meog ,wenransas, permasatahan d• •ngkup 
l'J9asnya sena mencarl &ltemat1 pemecanannya; 

w. mempe!ajari. mematiam1 dan melaksana}1n pera:uran pen.,r,dangan· 
undangan yang berka,:an dengan illl()kt, tugasnya sebagai pedoman dalatn 
metaxsanaxao tugas: 

x. membenkan saran dan pe-1~ te.a,,s ><apac!a 8'.pa:! 
y menlla1 has,t kerja bawahan de'l9<1n 1a:an nemonitor dart mengevaiuas, has,I 

kerjanya untuk bahan per.gembangan ka~er; 
z. melaksanakan tugaS pembantuan dan pemenntah dan pemenntan pcOl)insi: 
aa. menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan Clari Pemerintah 

dan/atau Provinsi seliap triwvlan dan al<t.ir tahun anggaran kepeda Buoao 
metalul 6appeda Kal>upaton 8€1<as, untuk ",sampaikar kepada pemben dana 

tugas pembantuan: 
bb. menyelenggarakan adm,nistrasi keuanga.1 dan aset daerah Ci lmg"ungan 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Potittk · 
cc. mengawasl dan mengendalikan pelzksanaan anggaran pada Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Po 1UlC , 
dd. mengamankan dan memellhara bara'lg rrultk daerah yang bereoa daiam 

penguasaan Kantor Kesatuan llangsa dan POI Ilk Oa.ir..h. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebag.;imana d,makSUd pada ayat (1 ). Sub 

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. perencanaan kegiatan ketatausahaan dan admi.,,strasi keuangan Kantor· 

b. pelakSanaan ketatausanaan dan adm1n,s!r2.si keuangan Kantor: 
c. pembagian pe•aksanaan tJgas ketatau5"haan dan adm,~islrasi keuangan 

Kantor: can 
d. pelaksanaan rugas lain yang ditSlikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mompunya, ,~gas pokok msrencanakan kegiatan. 

melaksanakan. membagi 1'.Jgas can mengonttol urusan ke1a1ausahaar 

kepegawaian dan keuanqan. 

Paragraf Kedua 

Sub 8agiM Tata Usaha 
Pasat 9 

kk. menyampaikan laporan has,l pelakSanaan 1l1gas kegiaian kep'lOa Bupati 

melalui Sekrelaris Daerah: dan 
II. melaksanakan ~;gas kedi,asan lainnya yarg diberikan oleh Bupati: 

ee menyampaikan Laporan '<euangan Kartto, Kesatuan Bangsa dan Pol<tu< 
Daerah ~epada Dmas Penaapztan. Pengeiolaan Keuangan dan Aset sebagai 

bahan penyusunan t.aporan Keuangan D.eerah; 
ff. mempela!ari. memaharn, dan metaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan denqen fingkup tugas pada Kantor i<asatuan Bangsa den 

Politik oaerah s~bagai pedoman dalam Melal<sanakan tugas: 
gg. melaksanakan koordinasi denqan sekretarts Daerah maupun Saluan Ketja 

Perangkat Daerah lainnya sesuai d0ilgan lingkup tugas pada Kantor 

Kesatuan Bangsa clan Politik ; 
hh. membagi 1Ugas kepada bawanan agar oelaksanaan wgas dapat 1>eqa,an 

lancar sesuai dengan keientuan yang berlaku: 
ii. mem!:l,na bawahan agar dapar inelal<sanal<an tugas beqatan sesua, dengan 

pedoman dan ketentuan y.i.ng berlaku; 
jj. menilai hasil kerja bawahan secara terjenjMg untuk oanan pengembangan 

kaner: 
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kepegawaian, serta administras' keuangan sesuar dengao peraunan perundang· 

undanqan yang berlaku: 
c. menghimpun bahan-bahan petuniak tekn:S penyelenggaraan admlniStrasi 

ketatausahaan. kehumasan. perlenykapan, perbekalan. inventans barang dan 

aset admlnistrasi kepegawaian serta adminiStr<1si keua ... gan: 
d. menyelenggarakan pengelolaan adrr.i'1islrasi pe~alanan dinas: 
e. melaksanakan kegiatan admir,istrasi ksuanqan selaku Pajab:?.t Penatausahaan 

Keuangan di 1ingkup Kantor sesuai dengan peraturan perunoang-undangan: 
f. menalitl kelengkapan SPP-LS oengadaa.n oaranq dan jasa yang disampail<an oleh 

bendanara pengetuaran dan d,KerahuV disetuiui oleh PPTK: 
g. meneliti Ke'eng!rapan SPP-UF, SPP-GU, SPF·TU dan SPP-lS gaji dan tunjangan 

PNS serta penghasi!an lainnya y,rng d~etapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang di«1ukan osen bendahara pengeluaran: 

h. melakukar verl:ikas1 SPP; 

i, meny,apkan SPM; 
i- metakukan verifikasi harian atas penerimaa<1: 
k. menyelenggarakan akuntansi keuangan. meuputl akuntanSi peneri. saan kas. 

akumansl pengeluaran kas, akuntans: aset tetap clan akunmnsi selain kas: 

!. menyusun taporan reaasasi anggaran Kantor. setiap buian :riwulan: 
m. menyusun laporan nsraca dmas seuap triwulan r:lan akt',IT tahun; 

n, menyusun catatan atas laporan keuangan: 
o. melaksanakan pengelolaan gaj, dan tunjangan pegawa, negen sip1I di lingkup 

Kantor 
p. melaksanakan penyusunan Dafter Barang tuntor menurut pengolongan dan 

kodefikasi batang; 
q. melaksanakan pencatatan barang milik fJaerah dalam kartu lnvenmris Baranq A. B. 

C. D, Edan F; 
r, metaksanakan dotrumentasl 1:epemilikar, barang selaln kerioaraan. taren dan 

bangunao; 

Sub bag,an Tata Usaha d1pfmpin oleh seorang Kepala. mempunyai uraian rugas 

sebagai beril<ut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bai,ian tata usana: 
b menyelonggarakan dan mengoordinaslkan k.,g,atan adrrunis1rasi ketata usabaan. 

kehumasan perleogkapan, ~,bekalan. ,nver'aris barang dan ,iset, adm1nistraSi . 

Pa= 10 
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s metaxsaoaean peny,apan bahan senses batang mm< daerah (Ii Kan10< sebaga, 
bahan penyusunan Buku In, entar's dan Eu<u lnduk tnventan s barang mifik 

pemefintah daeran: 
t. rnendlsmbusikan perlengkapa•, dan keperlt.an aiat tulls t<antor (An<) Kantor: 
u. menganalisa dan menyusur. usulan penghapusan aset Kantor untuk d"'Jukan 

kepada instansi terkait; 
v. menyusun bahan pengajuar. penetapan status untuk penguasaan dan 

penggunaan barang milik daerah yan~ dip(!roleh dari beban APBD dan pe(Olehan 

lainnya yang san: 
w. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi baranq milik daerah ya!\9 l)Qfa(l:l 

dalam penguasaan Kantor; 
x. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak memel1ukan persetuiuan OPRD dan barang milik daeran 
selain tanah dan bangunan; 

y. melaksanakan urusan adminis.rasi ke;,eggw,,an i.ngkup Kantor meliputJ layanan 

adminlstrasi kenail<an pangkat. kenaikan gai1 berkala (KGB). daftar urut 
kepangkatan (DUK). data ~wi1. kartu pegawai (Ka,peg). Karis/ Karsu 
tunjangan anak atau keluarga. Askes. Taspen. taperurn, pensam, membuat usulan 
forrnasi pegawai. membuat usulan izin betajar. rnembuat usulan izin diklal. 

keseiabterean pegawai, penyesuaian ijazah. usetan pembenan peoghargaan. 
mernberikan layanan PeniieiM Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungs,onal. 

pernbinaan11eguran d1sipl,n pe'.lawai. rnernbuat .consep usulan cuti pegawai sesuai 
aturan yang ber!aku, msrnbuat konsep pernbe-ian izin nilc~h dan cerai. membuat 

usulan pemberhentian dan pengan;ii.atan dlJ'i dan daJam jaba\30, mambuat dan 
atau rnengusulkan parpindahan atau mutasl pegawal sesual dengan peraturan 

yang bertaku, melaksanakan pengetolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai 

(OP-3): 
z. mengelola adminlstrasi perjalanan cmas liogkup Kantor 

aa. mengevaiuasl pelaksanaan tu,as dan 
menginvemarisasi perrnasalahan ,:Ji lingkup tugasnya se,ta rnencari alter"2tif 

pernecahannya: 
bb. rnernpelajari, rnernahami dan melak~anakan peraturan perundang-und?ngan yang 

beri<aitan dengan bidang tugasnya ~bagai pec,oman catam pelaksana21 tugas. 

cc. rnemberikan saran dan pertimbangar, teknis kepada atasan; 
dd. mernbagi tugas kepada bawanan agar pelaksanaan rugas oapat beqa!an 

lancarsesuai dengan ketentuan yan9 te11aku; 
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Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimi:,n oleh seorang t<epala. mempunyai uraian 

1ugas setagai be~kut : 
a. me11yusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Hubungan Antar Lembaga • 
b. meny,apkan oaban rencana stra!egis dan rencana kerja SekSl Hut>ungan Antar 

Lembaga: 
c. menyiapkan bahan-bahan RP JPD dan RPJMC sesuai bidar.g rugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPO dan RPJt,liD Kaoopaten, 
d. mengumpu!kan banan-bahan LPPD tanunzn dan LF'PD lima tahunan sekSl 

Hubungan Antar Lembaga sebagai oanan pen,iusunan LPPD lahunan <Ian LPPD 

lima tanunan Kabupaten; 
e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupao · 

Pasat 12 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok s~bagaimana d1maksud pada ayat (1). 

Seksi H,ibungan Antar Lembagc rnempunyai !t1ngsl : 
a. perencanaan kegiatan urusan ht..bungan antar lembaga dan pe1anganan 

masalah: 
b. pelaksanaan urusan hubungan antar lem~aga : 
c. pembag,an pelal<sanaan tugas urusan hubungan antartembaga • dan 
cl. pelal<sanaan tugas lain yang dioorikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungslnya. 

(1) Seksi Hubungan !Ir.tar Ler'baga memp·;nyai lugas pokok merencanakan 
kegiatan. melaksanakan, mem'Jag, rugas dan mengontrol urusan bidSl\9 hul:lungan 

antar lembaga • 

Paragraf 3 
Seksi Hubungan Antar Lembaga 

Pasal 11 

~ membefi pe:uDju" ~epaoa baw.3ha'> agar pelal<Sanaan i,,gas ooqa,an ses~a, 
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku· 

ff mernla, hasil kef)a bawahan denqan jalan Memonltor dan mengevalua.si haSil 
kerjanya untuk banan pengembangan kaner: oan 

gg. m<1laksanakan tcgas ke<linasa,1 lainrwa yang diberikan oten atasen. 
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I mengh.,,pun clan m-~mpud.an oanan rencana strateglS (RE"-'S-RAl dan 

rer;cana k1neqa (RENJA1 Ss'kS Hubungan Antar Lembaga . 
g menghlmpun Rencana Kegiat~.n Anggaran (nKA) dan Dokumen Pelak$31laan 

Anggaran (DPA) Seksi Hubunqan AMar Lembaga : 
h. menylapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan keglatan koordlnaSi antar 

lembaga melipUll Hubungan Antar Lembaga Ekse,<Util, LegjSlatif. Yud1katil. 

lembaga parpot dan lembaga kemas;-arakatan: 
,. menyiapkan oanan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan fasi!itasi terhadap 

lembaga pemerintah, lembaga politik dan lembaga kemasyaral<atan; 
j. menyiapkan banan pelaksar,aan penyelen<;,garaan keoiaian la~iltta~ ke~a 

lembaga partai pol~lk dan 1emoaga kemasyaral<.atan. 
k. menyiapkan banan pelaksanaan pen3himpunan dan penyusunan bahan petun1uk 

teknis penyelenggaraan kegia,an Hubtmgan Antar Lembaga~ 
I. menghimp'Jn. mengolah dan menganalisa data serta penyaj,an data hasil kegiatan 

urusan Seksl Hubungan Antar Lembaga; 
m. memenksa kebenaran laporan dan mergumputkan data psrmasalanan yang 

muncul di masyarakat: 
n. menyiapkan bahan analis•s permasalahan aktual yang timbul di dala:n 

marnasyarakat: 
o. msiaksanakan koord'nasi denaan seks, lain: 
p. mengnimpun. mengclah can rrenganalisa data serta penyaJian data hasil kegiatan 

Seksi Hubungan Antar Lembaga · 
q. menyusun bahan laporan aku,tabtlitas ~erja: 
r, menyusun pertanggungJawaban lapor.,n keg·aia.1 can keuangan: 
s. mslaksanakan program pengawasa.1 ,r.temal di hngkungan Seksi Hubungan 

Antar Lembaga ; 
t. mempelajari, mema~ami dan meiaksanakan peraturan perundang-undangan. 

ketentuan-ketentuan yang berxanan dengan oitiang 1ugasnya sebagal pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
u. rnemnerikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan: 

v. melaksanal<an evaJuasi tu gas dan menginventansasi permasalahan di kngKup 

tugasnya serta mencsri altemaut pemecahannya. 
w. membagi tugas kepada bawa,an untuk ke•anca;an pelaksanaan tugas sesuat 

dengan ketenluan yang bertaku; 
x. membimbing atau memberikan petun,uk keoaoa bawahan agar petaksanaan tugas 

dapat beriatan tancar: 
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Seksi Kesaluan Bangsa dan Demokratisasi dipirr,p,n oleh seorang xeoae. , 1empunyai 

uralan tugas sebagai benkut : 
a. menyusun rencana kegiatan can anggaran Seksi K2satuan Bangsa oen 

Demokratisasi: 
o, menyiapkan bahan rencana strategis dan rencaoa keria Seks, Kesatuan Bangsa 

dan Demokratisasi: 
c. menyiapkan oanan-banan RPJPD can RPJMP sesua, btdang tuqasnva sebagai 

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten: 
d. mengumpulkan banan-banan LPPD tanrnen dan LPPD lima tahunan SeKsl 

Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi s~bagai bahan penyusunan LPPD tahunan 

dan LPPD llma tahunan Kabupaten: 
e. menylapkan banan-baben LKPJ akhir tahun dan al<hu' masa jabatan BtJ;)a!i: 

Pasal 14 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana d1maksud pada ayat (1). 

Seksi Kesatuan Bangsa dan 0-,mokratisasi ll'empunyai tung54 : 
a. perencanaan kegiatan urusan kesatuar. bangsa oan d<>...mokratisasi: 
b, pelaksanaan urusan kesa1uan bangsa da,.. demokratisas,: 

c. pembagian pelaksanaar. tugas urusan Yesatuan banqsa oan demOkratisaso; 

dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesaai dengan tugas Clan 

fungsirwa. 

(1) Seksi Kesatuan Bangsa can Oemokrab=1 mempunyai togas pokok 

merencanakan kegiatan. melak~anal:an, merr.bagi tugas dan mengontrol urusan 

bidang Kesatuan Bangsa dan demoki ansasi. 

Paraqrat ~ 

Seksi Kesatuao sancsa Oar. Demokratisasi 
Pasal 13 

y. manila haS!I keqa b3wallan secara be<].;niang untuk bahan meogernt,angkan 

kaner 
z. melaporl,an has;l pelaksanaan •ugas :ianatau keg,atan kepada atasan. 
aa. melaksanakan wgas kedioasan lainnya yang dibenkan oleh atasan 
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rrn,rigtumpun da~ 111en\iUm&J1isan t,~har rencana stra:eg,s fRENSTRAJ can 

rencana ~,nerja \RENJA) S~s, Kesatuan Bang53 can Oemokratisasi: 
g. menghimpun Rencana Kegiatan A~ggaran (RKAJ dan Ookumen Pelaksanaan 

Anngamn (DPA) Seksi Kesatunn Bangsa dan ::>emokrat,sasi: 
h. menyiapkan banan pelaksana.in penyelenggaraan kegja1an tasmrasi penlngkatan 

panislpasi politik: 
I. menyiapl<an banan pelaksanaf.ll penyelengg3raan keg,atan fasirnasi pembinaan 

peserta Pemilihan Umum oan Pemilihan Kapala Oaecah langsung untuk 

mengantisipasi dampak Pemilihan Umum dan oemilihan Kepa!a naeran lJffigS\jng 
yang mengarah kepaca d,sinteqrasi bongsa dan melemahnya s,abtlitas politik: 

J. melal<sanakan penyusunan dan mengn,mpun oanan-oanan petunJLk tentang 
penyelenggaraan fas:litasi pendid1kan. pengen,bangan dan dmami!<a pofrtik: 

k. melaksanakan penyusunan dan menghimpun bahan-bahan petun1uk teniang 
penyelenggaraan pendidikan peningkatan ')artis:pas, polruk penyalenggaraan 

Pemmhan umum dan Pemilihan Kep3la Oaerah Langsung, 
1. menyiapkan banan-banan perencanaan kP.Qiatan. evaluasi dan petaporan hast! 

kegiatan sub bidang pendidikan. pengembanran dan d,namika pOlitik; 
m. menghimpun, mengolah. merganalisa dan nenyajian data has~ kegiatan sub 

b:dang pendidikan pengembanQan dan d,namika politik, 

n. melaksanakan p9nyiapan bahan rekomendi:.si datarn rangka pengawasan 

penyelenggaraan pendidikan p0litik: 
o. melaksanakan penyiapan bahan ,~omenclasi datam rangka pengawasan 

penyelenggaraan kegiatan k;;mpanye Pemilihan Umum dan Pemifi'lan Kepala 

Daerah Langsung; 
p. mstaxsanekan pernboaan dan peningl<atan kesaoaian bern.')Qsa dan bemegara 

menuju kesatuan banqsa: 
q. mengawasi .dan mengendalil<an gangguan dan fanam yang lngin mernecah betah 

kesatuan bangsa serta ideolo£i Pancasila: 
r. metaksanakao koordinasi keg1atan partal politi.< clan ormas-ormasnya; 

s. membantu dan rnendokumentasikan kegia•an pemihhan crnum: 
t. metaxsanakan pemt>in~an pembauran warga negara ketu'\man can warga negara 

a sing; 
u. mstaksanaxan monitorlng kegiatan ,esatuan bangsa dan demol<Jatis~, bersama 

seksi pemerimahan 1ingkat ke~a'!laton: 
v. metaksanakan koocdinasi dengM seksi tain 
w. menghimpun. mengo!ah dan mengar,alisa data serta penyajian data hasil kegtatan 

Seksi Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi, 
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(2) Oatam menyetenggarakan tugas ~okOk set>?ga raana dom3.<sud pada aya1 11) 

Seksi Ketahanan Masyarakat d3n PS:ianganan i<oot'•• rnewp,..n¥a, rungs, : 
a. perencanaan keg,atan urusan ketahan.ln masyarakat dan penanganan 

konftik; 
b. pelaksanaan urusan ketahanan masyarakal dan penanganan konffik : 
c. pembagian pelaksantzn !1.lgas urusan ketahanan masyarakat Clan 

penanganan konfhk . dun 
d pelaksanaan tugas la,n Y<l"{I dobenkan oleh atasae sesua, dengan tugas 

dan fungs,nya 

(1) Seksi Ketahanan Masyara1<a1 da• Pee,a:igar;i.r, Konfhi< mempunya, tugas pokok 
meren=kan keg.a,an. melawsanakan. mernbag' tugas clan mei,gootrol urusan 
!lidang keu;hanan masyaral<at dar penanganan ,or.•1,. 

Pa:agrat 5 
Se~s, i<e!allal'lall n,asyarakat dan oena.nganan konflil< 

Pa.sal 15 

" l'Tl9<1)\JSU" oanan lapc;ra,i a..untaoai.as 'a<Jll 
y. menyusun perunggunsia ... aoar aporan kegia12n dan •euangan; 
z me·a-sar.a,an program pan,iawasan 111temaJ di lingkungan se~si Kesatuan 

8angsa can Demokratisasi: 
aa mempelajarl. memaham1 can melaksanlkan peraturan perundatlg-unoangan. 

ketemuan·ketentuan yi,ng be 1<aitan dengan bodang tugasnya sebaga, oedoman 
datam petaksanaan tugas, 

bb. memberlkan saran can pert,rm.o.ngar. te.nis cidang rugasnya kepada atasan: 
cc. mstaksanakan evaluasi 1uga; 1an meng'flwntarisasi perrnasalahan di l,r,gkvp 

tugasny;i serta mencari al•emaU pemecahannya· 
dd membagi tugas xecaca bawanan untuk kelancaran petaksanaan l:J)aS ses...ai 

dengan kc!entuan yang be~alru: 
ee membimbing atau memben,an pe1unijk kepada bawahan agar pelai<Sanaa'l I\JgaS 

dapat borjalan lancar; 
ff. men,ta, has~ ke<Ja oawahan secara beqPnjang unwk bahan menge:nbangkan 

karoer: 
gg melaporl<an nasn pelaksanaan tugas oarvata« kogiatan kepada atasan: 
n.'l. melaksanakan 1ugas ked1'lasan lamnya ya"g ~n oren a1asan 



k. memeriksa kebanaran taporan dan mengumpulkan data permasalahan yang 

muncul di masyarakat; 
I. mempelajan dan menelaah psrrnasatar.an yar.g muncul sesuai haS~ pengecekan 

data yang terkumpul; 
m. menyiapkan banan anahsls perr-1asa•ahan aktual yang t1mbul di datam masya,akat: 

n. melaksana!<an koordmasl dengan seksi lain: 
o. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data haSil kegiatan 

Seksi Ketahanan masyarakat d~.n penanganan kon'1!< · 

p. menyusun bahan laporan akunt..ib'lita:; kerja. 
q. rnenyusun penanggungjawab~ n ;ap0r.11n kegiar n dan keuangan; 

SekSi Ketahanan Masyarakat dan Penan!)anan Konflik dipimpln oler seorang Kepala. 

mempunyal uraian tugas sebagai berikut : 
a. me,1yusun rencana 1<.egiatan dan anggaran Seksl Ketatianan Masyarakat ceo 

Penanganan Kon!lik ; 
b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana ke~a Seksi Ketahanan 

Masyarakat dan Penanganan Konflik ; 
c. rnenyiapkan oanan-bahan RPJ?D dan RPJMD sesuai bidang rugasnya sebagal 

banan penyusunsn RPJPD dan RP,:1,ro Kab<,paten; 
o. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan can LPP;:> bma tahunan seks1 

Keta.hanan Masyara~.at dan Penar,ganan "onfllk sebagai bahan penyusunan 

LPPD tahunan dan LPPD lima lahunan Kabupaten: 
e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa Jabatan aupati 
I. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis {RENSTRA) dan 

rsncana kinerja {RENJA) Seks, Ketahanan masyarakat dan innanganan konllik: 

g. menghimpun Rencana Kegiat&n A.~ggaran {AKA) oan Dokumen Pe1aksanaan 
Anggaran (DPA) Seksi Ketanenan Masyarakat 1an renanganan Konfl1k ; 

h. menghimpun. mengclah dan menganalisa data serta penyajian data ha<il kegiatan 

urusan ketahanan masyarakat oan proanganan konflik . 
i. melaksanakan kegiatan di bidang keb.jakan dan kerahanan sumoer dava atam. 

ketahanan perdagangan, investas,. fiskal dan moneter. perilaku masyarakat. 

kebijakan dan ketananan lembaga csana ekonomi keoijakan dan «etahanan 

ormas perekonomian skata kabupaten. 
[, melaksanakan kegiatan oi bidang ketahanan =• dan budaya. agama dan 

kepercayaan. pembauran clan akutturasl buaaya. organisasi kemasyarakatan. 

penanganan masalah sostal kemasyara'«atan skala l<ab.J]l3:en . . 



(1) Kelompok Jabatan Fungsiontf mempunya, ll-'9"5 pol<ol< melaksanal<an sebagian 
keg,atan Kantor sesuaJ kebutuhan. 

(2) Kelompok Jat>atan Fungs,onal daiam mela~sanakan tugas ookol<nya bena!lQgl;ng 

jawab kepada Kepala Kantor 

(3) Kelompok jabatan tungsionat terd•rl darl se1umlah tenaga oa1am ienrang jabalan 

tungsional yang 1erbag1 dalam be•bagai ke1ompok sesuai btdang keahian~ya 

(4i Setiap ketompok Jabatan 11.tr9s1on~i dipimpin Oiell saorang ,enaga lungs,onal 
senior yang d1tunjuk di antara tP.naga tungsional yang a1a c, fingkU't9an Kantor 

(5) Pembentukan Jabatan fungs1onal cfnotapi<an berdasarl<an sifat. iencs kebutLnan 
dan beban ke~anya. 

(6) Jenls dan 1en1ang Jaoatan funn.,ional oiatur sesuai pera!Uran perundang-ondangan 
yang bertalru. 

Par~g.raf t) 

Kelampok Jabatan F11ngsional 
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r melaksana;;an prog,am peng.iNasan we:na1 O. l."91<....-,gan Se•SI 1<9w-anr 
Mas.,arai<at oac "enao,ga,,ar, I<()(!'~ 

s m"?mpela;an, mema.'lam, oan me1a:.san21<c.n peraturan perundang-uraangan 
~erentuan-ketentuan yang berka1tan dengan bodang rugasn)a sebaga pecSoman 

dalam peiaksanaan tugas: 
t. memberikan saran dan pen,mbanga;i tekf,,s blCang tugasnya kepada atasan: 

u. metaksanakan eva1uaS1 tugas <Ian tn"-"9;tJV<'fllafisasi pem,asalahan di hngkup 

tugasriya serta mencan altemaut pemecahaonya. 
v. membagl tugas kepada bawahan untuk kelancar.111 pela•sanaan rugas sesua, 

dengan ketentuan yang t>ertaku; 

aa. membimb,ng atau membenkan pet\J'IJUk kepada bawahan agar pelaksanaall rugas 
caper bet)aJan lancar 

bb. me'lilai haSJl ker!!l ba•iahan secara beqenjan~ untuk bahan mengembangkan 
karier: 

cc. metaporkan hasll petaksanaan rugas 1'.1"'1/atau kegiatan kcpada atasan: 
dcl. melaksanakan tugas ked,nasa, ta,n,iya yang dibef1K8n ooe/1 atasan 



(2) Apabila Kepala Sub Bag,an Tata usana berhala...gan. KepaJa Kantor dapat 

menunjuk salan seorang Kepala Seksi sescai bidang tugas dan.atau kemaml)Uan. 

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewaklb Kepala Kanto, apah,la berhalangan 
datam meniatankan rugas. 

8agl8I' Ket,ga 
Hal Mewakih 
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(1) Kepala Kantor v.ajib bertanggung 13v,ab dan menyampafi,:an laporan kepada 
Bupati melatui Sekretaris Oaerah. 

(2) Setiap pimpinan satuan organises, d, lng,unga'l Kanter Na;it> bertaJlSV.g 14wab 
dan menyampa,kan laporan kepada a:asar.nya .,,as cg·nias,ng 

(3) Pengaturan mengenai jenis la,X)(an ,a,, ca-a penya.rnpa=ya b6rpedoman pada 

ketentuan yang beriaku. 

Bag-.in Kedua 

"'al sip or an 
Pa.l.'11 19 

(4) Sot•ap p11npinan saruan organ,sas, di lln\lklffl!l8II Kar.tor wajib mem~ oa" 
memberikan bimbingan sena l)'ltunju~ pelaksanaan tugas xepada bawahan. 

(2) Penyelenggaraan tugas pokck 1an 'ungs, xartoe dilaksanakan Olell Ke,>ata Seks,· 

Kepala Seksi dan Kelompol< Jabatan F,mgsional menuM bldang tuga.Snya 
mas,ng·masing. 

(3) Setiap plmp,nan satuan organt,as, di hngkungan Kantor wa11b menerap~an pnns.p 
koordinasl, integras,. sinkron~1s, Clan s,,np1,~11clS1 

r J Hal·haJ yang menjadl tugas pokok Kantor merupakan satu kesaruan yang tldak 
dapat d·plsahl<an. 

r 
~4.6"1 

TATA KER..,A 

Bagonn Kesatu 
um um 
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(2) Dengan berlakunya Peraturan ini rnaka Peratur..n Bupab Bekasi Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Ketja Kantor Kesatuan Bangsa. Po!il1k dan 

Perlindungan Masyarakat dicabut dar, dinyatakan tidak bertaku lagi 

(1} Hal-hal yang belum cukep diatur datam Per e, :uran ,m sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya akan diatur kemudtan. 

BAB VII 
KETE~~UANPEN\.'TUP 

Pe.Sal 23 

Pembiayaan Kantor bersumoer d"lri Anggaran Pendapatan dan Belania Daereh 

Kabupaten Bekasi. 

BABVI 

PEMBIAYAAN 

Pasa122 

(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang ber:aku. 

(3) Kepala Kantor waiib memper"iatik,n pelaksanaan kenaikan pangk<'' dan gaji 
pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undallgan yang berlaku. 

12) Kepala Kantor waiib metaksanakar pemblnaan. pengawasan melel<at clan 
membuat Daftar Penita,an Pelaksenaan Peketjaan (DP3) seseai peraturan 

pe<undang-undangan yang berlal<u. 

p) Kepala Kantor d1angkal dan dibe,tlentikan oteh Bupali berdasarkan usulan 

Se~retaris oaeran. 

8.1'.B V 
KEPEC:AWAlAN 
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fH':b~ 
BE"IITA DAERAH '<ASUPATEN BEKASt TAHUN 2011 NOMOR 

Dsundangkan do Ctkarang Pusat 
pada tanggal • l • 

1~EKAETAA1S QAEqp.H KABUPATEN BEKASI I· 

H. SA'OUDOlN 

ltd 

BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di Cllwa,,g Pusat 
pada langgal u • "1 

Agar set,ap orang m,,ngetahulllya. memerintahkan pengundangan Peraluran ll'li dengan 

penempalannya da!am Bema Daerah Kabupaten Bekas,. 

Peraturan ,,.., mulal bellaJ<U pad.a tanggat diunclangkan 
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